
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ketidaksesuaian informasi kendaraan pada aplikasi Driver 

Maxim di Kota Bengkulu dapat menimbulkan keraguan, 

mengurangi rasa aman dan kenyamanan penumpang, 

menurunkan kepercayaan konsumen, serta berisiko 

menyebabkan penyalahgunaan identitas kendaraan. Dalam 

perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut belum 

memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, 

amanah, dan larangan gharar apabila dilakukan tanpa 

pemberitahuan serta persetujuan penumpang. Namun, 

pergantian kendaraan dapat dibenarkan apabila disebabkan 

oleh alasan tertentu, diberitahukan kepada penumpang, dan 

disetujui sebelum perjalanan dimulai. 

2. Maxim perlu meningkatkan pengawasan melalui 

pemeriksaan kendaraan dan pengemudi secara langsung 

serta lebih selektif, memastikan kesesuaian data kendaraan 

dengan kondisi sebenarnya, dan mencegah penggunaan 

kendaraan yang tidak terdaftar. Setiap pergantian 

kendaraan juga harus segera diperbarui dalam sistem atau 

diinformasikan kepada penumpang sebelum perjalanan agar 

layanan dan akad ijarah berlangsung secara adil, transparan, 

aman, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak perusahaan Maxim, hendaknya memperketat 

pengawasan terhadap data kendaraan dan identitas driver 

agar informasi yang tampil di aplikasi benar-benar sesuai 

dengan kondisi di lapangan. Perusahaan juga perlu 

meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pembaruan 

data kendaraan dan larangan penggunaan akun secara tidak 

sah. 

2. Bagi driver Maxim, hendaknya selalu menjaga kejujuran 

dan keterbukaan kepada penumpang. Jika terjadi pergantian 

kendaraan, maka driver perlu segera melakukan pembaruan 

data agar tidak menimbulkan kebingungan, rasa tidak 

aman, maupun kerugian bagi penumpang. 

3. Bagi penumpang, disarankan agar lebih cermat dalam 

memeriksa kesesuaian data kendaraan dan identitas driver 

sebelum menggunakan layanan. Apabila ditemukan 

ketidaksesuaian yang berpotensi membahayakan, 

penumpang sebaiknya segera menyampaikan komplain 

melalui fitur yang tersedia pada aplikasi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih 

mendalam mengenai pengawasan operasional transportasi 

online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah atau 

membandingkan praktik serupa pada perusahaan 

transportasi online lainnya di daerah yang berbeda. 
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